
   

BUPATI BANTUL 

 

SURAT EDARAN  

                                        NOMOR :  T/500.7.2/03158/DKPP 

 

TENTANG 

 

PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN SERTA KEWASPADAAN 

TERHADAP PENYEBARAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) 

DAN ATAU ZOONOSIS DALAM RANGKA  HARI RAYA IDUL ADHA 1446 H 

DI KABUPATEN BANTUL 

 

Memperhatikan  Surat Edaran dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Nomor: 500.7.2.4/2942, Tanggal 9 Mei 2025 Perihal Pelaksanaan Pemotongan 

Hewan Kurban Serta Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Penyakit Hewan Menular 

Strategis (PHMS) Dan atau Zoonosis dalam rangka  Hari Raya Idul Adha 1446 H di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengingat peningkatan lalu lintas ternak antar 

wilayah untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban, berpotensi meningkatkan risiko 

penyebaran penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan atau zoonosis seperti 

anthrax, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Kulit Berbenjol / Lumphy Skin 

Disease (LSD) di Kabupaten Bantul, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipatif 

terhadap puncak kejadian penyakit tersebut dan PHMS lainnya, maka dengan ini 

menghimbau, 

Kepada  : 

 

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  

Kabupaten Bantul; 

2. Panewu se-Kabupaten Bantul; 

3. Lurah se-Kabupaten Bantul; 

4. Koordinator Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)  

se-Kabupaten Bantul 

Untuk  :  
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KESATU  : Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan 

media pembawa penyakit hewan, mengacu pada Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara 

Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media 

Pembawa Penyakit Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

KEDUA : Melaksanakan mitigasi risiko penyebaran penyakit hewan 

mulai dari peternakan sumber hewan kurban, pasar hewan, 

tempat penjualan hewan kurban, check point, tempat 

penampungan hewan, Rumah Potong Hewan (RPH), tempat 

pemotongan hewan kurban di luar RPH; 

KETIGA : Melaksanakan vaksinasi PMK hewan rentan di area sekitar 

tempat penjualan dan tempat penampungan hewan kurban 

mulai dari peternakan terdekat hingga minimal radius 3 km, dan 

memastikan hewan kurban telah divaksinasi maksimal 6 bulan 

sebelumnya; 

KEEMPAT : Memperhatikan kembali ketentuan Pelaksanaan Kurban dan 

Pemotongan Hewan, Prosedur Pemotongan Bersyarat di 

Rumah Potong Hewan Ruminansia, serta Kewaspadaan dan 

Pengendalian Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya, 

sebagaimana diatur dalam: 

a. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Nomor 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang 

Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam 

Pencegahan Penyebaran dan Kewaspadaan Terhadap 

Penyakit; 

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Nomor 4/SE/TU.020/F/03/2024 tentang Peningkatan 

Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 

Menjelang Hari Raya; 

KELIMA : Pelaksanaan pemotongan hewan kurban agar mengacu  ada 

Peraturan Menteri Pertanian No. 114 Tahun 2014 tentang 

Pemotongan Hewan Kurban; 
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KEENAM : Menyiapkan langkah mitigasi terhadap laporan kasus PHMS 

dan/atau Zoonosis di wilayahnya dan mengaktifkan prosedur 

kedaruratan jika terjadi kasus; 

KETUJUH : Menginstruksikan kepada seluruh petugas pemantauan hewan 

kurban untuk: 

a. Melakukan surveilans klinis PHMS/Zoonosis di lokasi 

peternakan, pasar hewan, tempat penjualan hewan kurban, 

tempat penampungan hewan. Jika terjadi dugaan kasus 

PHMS/Zoonosis segera dilakukan respon dan investigasi 

lebih lanjut serta melaporkan ke iSIKHNAS; 

b. Melakukan pemeriksaan antemortem (AM) dan postmortem 

(PM) di Rumah Potong Hewan (RPH) atau tempat 

pemotongan hewan kurban di luar RPH dan melaporkan 

melalui aplikasi https://ampp.isikhnas.pertanian.go.id/.  

KEDELAPAN : Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis kepada perangkat 

desa, pengurus masjid (Dewan Kemakmuran Masjid/DKM)/ 

Badan Kemakmuran Masjid (BKM)/Takmir Masjid) dan panitia 

kurban mengenai: 

a. Deteksi dini dan pengenalan PHMS/Zoonosis; 

b. Pemilihan hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan tidak 

cacat; 

c. Sarana/fasilitas tempat pemotongan hewan kurban yang 

memenuhi aspek higiene sanitasi yang baik; 

d. Penyembelihan hewan kurban dengan memperhatikan 

aspek kesejahteraan hewan; 

e. Penanganan daging dan jerohan yang higienis; 

KESEMBILAN : Mewajibkan kepada seluruh penjual untuk memantau kondisi 

hewan kurban secara rutin, memisahkan individu yang sakit dari 

yang sehat dan segera melaporkan temuan hewan sakit tersebut 

kepada petugas kesehatan hewan untuk mendapatkan 

pelayanan. Adapun hewan kurban yang tidak habis terjual agar 

tidak dikirim kembali ke daerah asal. Hewan dapat dijual di 

wilayah/ kawasan sekitar, dipelihara, dan atau dipotong di RPH 

setempat; 
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KESEPULUH : Menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kepada 

petugas kesehatan hewan setempat apabila ditemukan hewan 

kurban yang sakit serta memperkuat Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan 

kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian PHMS dan atau 

zoonosis. 

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di 

Tanggal 

: 

: 

Bantul 

19 Mei 2025 

 

BUPATI BANTUL 

 
 

H. Abdul Halim Muslih 

 

 

 

Tembusan :  

1. Wakil Bupati Bantul 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

3. Asisten Setda Bagian Perekonomian dan Pembangunan 

4. Kapolres Bantul 

5. Komandan Kodim 0729 Bantul 

6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 

7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 

8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bantul 

10. Kepala Pelaksana BPBD Bantul 

11. Pejabat Otoritas Veteriner 

12. Kepala UPTD Puskeswan Bantul 

13. PDHI Cabang DIY 
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Tanggal : 19 Mei 2025 

 
 
Materi terkait ketentuan Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan, Prosedur 

Pemotongan Bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia, serta Kewaspadaan 

dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya dalam Situasi 

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease/LSD), 

Peste des Petits Ruminants (PPR) sebagaimana diatur dalam: 

a . Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang 

Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit 

Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease). https://bit.ly/SE_Mentan03 

b . Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 

1971/SE/PK.430/F/02/2023 tentang Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah 

Potong Hewan Ruminansia pada Hewan Tertular Penyakit Kulit Berbenjol 

(Lumpy Skin Disease). https://bit.ly/SE_1971 

c . Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 

5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan 

Hewan dalam Pencegahan Penyebaran dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit. 

https://bit.ly/SE_5412 

d . Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 

4/SE/TU.020/F/03/2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian 

Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya. https://bit.ly/SE_04 ; dan 

e . Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 

04025/PK.320/F/12/2024 tentang Kesiapsiagaan Terhadap Peningkatan Kasus 

Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) karena Perubahan Musim dan 

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). https://bit.ly/SE_04025 

f . Pelaksanaan pemotongan hewan kurban agar mengacu pada Peraturan Menteri 

Pertanian No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. 

https://bit.ly/Permentan114.  
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Lampiran 2   

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP 

Tanggal : 19 Mei 2025 

 

DAFTAR KONTAK PUSKESWAN SE-KABUPATEN BANTUL 

 

No Koordinator Puskeswan No HP Kapanewon 

1 drh. Titih Wahyaningtyas 0822 2415 9352 Pajangan dan Sedayu 

2 drh. Nurindah Kumala Ratri 0822 2540 7175 Pandak dan Bambanglipuro 

3 drh. Agustin Fitriyani  0856 7251 013 Sanden dan Srandakan 

4 drh. Sri Rahayu 0816 4263 151 Pundong dan Kretek 

5 drh. Arum Praptiwi 0812 2880 8655 Piyungan dan Banguntapan 

6 drh. Nuraini Rokhmawati S 0822 4227 0072 Kasihan dan Sewon 

7 drh. Wahyu Tri Sunari  0823 4293 3535 Bantul dan Jetis 

8 drh. Isna Wulandari  0852 2824 7747 Pleret 

9 drh. Frenky Johan Syah  0852 6452 0109 Dlingo 

10 drh. Aning Johargiyanti 0813 2969 7081 Imogiri 
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